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SALINAN PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

.............................. , NIK 6371055803670006, lahir di Banjarmasin pada
tanggal 18 Maret 1967 (umur 54 tahun), agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP,
bertempat tinggal di Jalan Sungai Mesa, Gang Il, RT.13, RW.
02, No.03, Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian
berlawanan dengan:

................................ , lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 April 1964 (umur
57 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir
SMP, bertempat tinggal di Jalan Sungai Mesa, Gang Walfajri,
RT.14, No.38, Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah
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Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 03 Januari 2022, telah mengajukan hal-
hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 1985, dan dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor: ..................... tanggal 29
Agustus 1985, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan
Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Terugat bertempat tinggal
dirumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Mesa, Gang Pahlawan,
kemudian berpindah-pindah kerumah sewaan, kemudian terakhir tinggal di
rumah sandaan di Jalan Sungai Mesa Gang Walfajri, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
dikaruniai 5 orang anak yang bernama :

3L lahir di Banjarmasin pada tahun
1986 ;

3.2, e, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06
Juli 1989;

3.3, lahir di Banjarmasin pada tahun
1998;

34, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27
Maret 2003;

35, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29

November 2009;
4, Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1997, ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat goyah yang disebabkan Tergugat
ketahuan selingkuh dengan wanita lain, yang mana wanita selingkuhan
Tergugat tersebut merupakan teman kerja Tergugat, Penggugat mengetahui
hal tersebut karena awalnya Penggugat melihat noda lipstick di baju
Tergugat, Penggugat juga mendapatkan informasi dari teman Penggugat,
ditambah lagi Tergugat pernah mengajak anak Penggugat pergi kerumah

Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita selingkuhan Tergugat, dan informasi-informasi yang lainnya,
kemudian Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang hubungan
Tergugat tersebut, dan Tergugat pun mengakuinya. Hal ini membuat
Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang ketahuan selingkuha
berdampak pada masalah ekonomi, Tergugat tidak mberikan nafkah yang
baik kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk
mencukupi kebutuhan rumah tangga, Hal ini membuat Penggugat merasa
kalau Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang kepala
keluarga;
6. Bahwa Tergugat juga memiliki mudah emosi, sedikit saja Penggugat
melakukan kesalahan, Tergugat selalu marah-marah, Tergugat juga sering
membesarkan permasalahan kecil dalam rumah tangga;
7. Bahwa selain itu Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri,
Tergugat selalu merasa paling benar dan tidak pernah mau mendengarkan
pendapat Penggugat, Hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram
hidup bersama Tergugat;
8. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat
sering memaki Penggugat dengan nada tinggi dan kata kasar yang
menyakitkan hati Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan
rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah
berjalan selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu pula tidak ada
hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu pula
tidak ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat maupaun dari pihak
keluarga Tegrugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
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mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:
Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
TP W AT ) terhadap Penggugat (.......ccoovveiiiieiineeinnnn. );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya
secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada
Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka
perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 11 Januari 2022
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menerima
dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam repliknya mengatakan tetap pada gugatannya,
demikian juga Tergugat dalam dupliknya mengatakan tetap berpegang pada
jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan NOMOr .............covevveinnn atas nama Penggugat
T ) yang dikeluarkan oleh Ketua RT.013 Kelurahan

Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
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tanggal 27 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda
P-1,

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ........................ tanggal 29 Agustus
1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda
P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi
yaitu :

1 , lahir di Banjarmasin, pada tanggal 09
Desember 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Mesa Gang Il Rt.013
RW.002 Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

harmonis di rumah Bersama, akan tetapi sejak tahun 1997 rumah

tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan

wanita lain yang merupakan teman kerja Tergugat, Tergugat tidak dapat

memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, mudah emaosi, egois

maunya menang sendiri;

- Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;
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2. e , lahir di Banjarmasin, pada tanggal 02 Mei
1970 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Mesa Gang Il Rt.013 RW.002
Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah tetanga Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis akan tetapi sejak tahun 1997 rumah tangganya sudah tidak

harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena

Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, mudah emosi, egois

maunya menang sendiri;;

- Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;
Bahwa, Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya

termasuk alat bukti saksi dan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut
sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak
akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
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kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah
berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1)
PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada
Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka
perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal
17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah
hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Penggugat dapat
diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah
memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan
hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan
gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 1997 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada tahun 2018
sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah
tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan
wanita lain sehingga sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan
membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagai mana tersebut
di atas, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam
perkara ini (Vide Pasal 311 RBg);
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Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan
dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga
keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada jawaban Tergugat yang
kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah
dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sabh;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis;

- Bahwa sejak tahun 1997 keadaan rumah tangganya tersebut sudah
tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan
wanita lain yang merupakan teman kerja Tergugat, Tergugat tidak dapat
memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, mudah emaosi, egois
maunya menang sendiri;

- Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus
dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak
pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha
menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat
merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup
rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat
terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina

rumah tangga”;
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Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung
sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa
apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)
PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada
perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal
terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsagan
gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan
kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah
berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi
penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat,
yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan
dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah
tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan
perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan
menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian
dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-

dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fugaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz Il halaman 507
yang berbunyi :

C e at amgll lezas) sl als nolall aalls

Hal. 9 dari 12 hal.
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Artinya :  Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya

maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

2. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

1l olSs zosdl Shicl of ars g ll ais cmiolall suJ lalges wasi Isls
K1Y

adlls lgalls Lagin TloYl & iolill jacg lglio yar b puinnll plgs ase

asl

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan

bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya

perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya

pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat
menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal.
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terhadap Penggugat (.........cccvvviiviinininnnnn. );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H.
Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H dan H. Adarani,
S.H., M.H.l masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para
Hakim Anggota dan dibantu Drs. lImi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd
Drs. H. Junaidi, S.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Drs. H. Helman, M.H H. Adarani, S.H., M.H.I
Panitera Pengganti,
ttd
Drs.lImi
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses . Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00

Hal. 11 dari 12 hal.
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4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya materai __Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.
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